WALIKOTA JAMBI

C

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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'WALIKOTA JAMBI,

bahwa dalam rangka penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah dan
rakyat perlu

dukungan pembiayaan dari Pajak Daerah;

bahwa salah satu sumber pendapatan dacrah yang potensial berasal
dari Pajak Pengambilan Bahan Galian C sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daeran Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan
dan Pengolahan Bahan Galian C tidak sesuai lagi dengan ke
Sekarang, sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Dacrah tentang
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2000, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);



&

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak
dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3684);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan _Perundang-undangan _(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubshan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undnng Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lzmbmn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan_Pemerin
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan ~ :  PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Jambi.

2. Pemerintah Dacrah adalsh Walikota dan Perangkat Daerah scbagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Dacrah.

‘Walikota adalah Walikota Jambi.

o

. Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi.

C

Kas Dacrah adalah Kas Pemerintah Dacrah Kota Jambi.

=

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
meliputi perseroan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
Koperasi, dana pensiun, persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
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organisasi sosial politik atau organisasi yang sjenis, lembaga, badan usaha tetap dan

bentuk badan lainnya.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Dacrah sesuai
craturan Perundang-undangan yang berlaku.
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Pajak Daerah adafah furan wajib yang dilakukan ofeh orang pribadi atau badan
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan Peraturan Perundang- undangan e berlaku, yane digunakan untuk
membiayai

10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah
pungutan Dacrah atas pengambilan bahan galian golongan C.

11.Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.Pengambilan_bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C
dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan
bahan galian golongan C.

14 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satw) bulan takwin.

15.Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak
atau dalam tahun pajak.

16.Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
yang digunakan ofeh Wajib Pajak untuk mefaporkan penghitungan dan pembayaran
pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

17.Surat Ketetapan Pajok Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang.

18. Surat Tagihan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
‘melakukan tagihan pajak dan atau sanksi adminisirasi berupa bunga atau denda.

19.Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi, dan
jumlah yang masih harus dibayar.

20.Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketatapan pajak yang menentukan tambahan atas jumiah
pajak yang telah ditetapkan.

21.Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti terscbut membuat terang tindak pidana dibidang pajak
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

22.Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan
penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.




Pasal 42
Pemmuk teknis pelaksanaan Peraturan Dacrah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Waliko

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Daerah ini

Agar setiap orang
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 suni 2006)
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